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MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

Nomor :  Kep/               /I/2019
tentang

KURIKULUM 

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI   

PAMA /PNS GOL. III  BENDAHARA PENGELUARAN

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
	Menimbang


	:


	1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama/PNS Gol. III Bendahara Pengeluaran maka dipandang perlu ditetapkan keputusan untuk dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan pendidikan;

2. untuk  lebih meningkatkan  efektivitas  operasional pendidikan serta tercapainya kualifikasi hasil didik, maka perlu adanya kurikulum pendidikan.



	Mengingat


	:


	1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor              29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor            20 Tahun  2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Diktuk dan Dikbang di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor              4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara     Republik Indonesia;

4. Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 05 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri;

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/37/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1974/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Program Pendidikan Polri T.A. 2019.
Memperhatikan …..

	Memperhatikan


	:


	2

saran dan masukan dari  pembina fungsi,  pelaksana pendidikan  dan pengguna hasil didik.


	Menetapkan


	:

 
	MEMUTUSKAN

1. mengesahkan kurikulum Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama /PNS Gol. III Bendahara Pengeluaran;

2. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama/PNS Gol. III Bendahara Pengeluaran yang belum diatur dalam kurikulum ini akan diatur kemudian, dan sebelum ada ketentuan baru maka ketentuan yang sudah ada serta tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

3.     keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBK INDONESIA

LEMBAGA PENDIDIKAN

PETUNJUK UMUM

I.     
TUJUAN PENDIDIKAN 
Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku Pama/PNS Gol. III sehingga memiliki kemampuan manajerial tingkat pertama dibidang keuangan agar mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran di satuan kerja.

II.    
PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN.

A. Profil Lulusan
Pama/PNS Gol. III yang memiliki kemampuan manajerial tingkat pertama dibidang keuangan agar mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran di satuan kerja.

B. Kompetensi Lulusan 
1. Sikap dan Tata Nilai
a. mampu melaksanakan pengembangan diri dan perubahan mind 
set;

b. mampu menerapkan karakter insan bhayangkara sesuai etika 
profesi Polri;
c. mampu menerapkan budaya anti korupsi.
2. Penguasaan pengetahuan/keilmuan
1. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
1) Undang-undang nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-undang nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3) Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
2. memahami Tupoksi organisasi keuangan;

3. memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan
4. memahami mekanisme pengelolaan hibah di lingkungan Polri.
3. Keterampilan kerja umum

Meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan pama/PNS Gol.III dibidang keuangan sebagai bendahara pengeluaran di Satuan Kerja.
2

4. Keterampilan kerja khusus
1. mampu melaksanakan mekanisme pencairan dana

2. mampu melaksanakan ketentuan dan tata cara pembayaran belanja pegawai di lingkungan Polri

3. mampu melaksanakan ketentuan dan tata cara pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Polri

4. mampu menyusun administrasi dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas

5. mampu menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polri

6. mampu menyusun laporan keuangan tingkat Satker sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menggunakan SIstem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Penatabukuan Manual dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

III.   
WAKTU DAN PENTAHAPAN

A.  Waktu pendidikan   :  1 bulan (4 minggu  =  200 JP @ 45 menit).
B.  Pentahapan

1. Tahap I :  Pengenalan.

pada tahap ini diberikan materi-materi kegiatan yang mengarah pada usaha penyesuaian terhadap proses belajar mengajar sehingga peserta didik mampu mengikuti kegiatan lebih lanjut.

2.   
Tahap II : Pendalaman materi.

pada tahap ini diberikan materi-materi pelajaran sesuai jenis pendidikan yang diikutinya, sehingga peserta didik memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara pengeluaran.

3.    
Tahap III : Pembulatan.

pada tahap ini peserta didik diberikan kegiatan latihan aplikasi dalam bentuk latihan teknis  dan pembekalan pengetahuan yang merupakan pembulatan dari seluruh materi pelajaran yang telah diberikan, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satkernya.

IV. 
MATERI  PELAJARAN 

A. Pengantar

1. Jam/waktu pimpinan;

2. Orientasi pendidikan (pola kurikulum, sistem penilaian,  Perdupsis dan tenaga didik);

3. Pemeriksaan kesehatan;
4. Tes pengetahuan awal (pre test);
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B. Susunan Materi Pelajaran

1. Kompetensi umum / sikap dan tata nilai
a. Pengembangan diri dan perubahan mind set;
b. Karakter insan bhayangkara sesuai etika profesi Polri;
c. Budaya anti korupsi.
2.
Kompetensi utama / penguasaan pengetahuan / keilmuan
a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara :
b. Tupoksi Organisasi Keuangan;

c. Mekanisme Pencairan Dana;
d. Mekanisme Pengelolaan Hibah di lingkungan Polri.
3. 
Keterampilan kerja umum


-

4.
kompetensi khusus / keterampilan kerja khusus

a. 
Perjalanan dinas jabatan;
b. 
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
c. 
Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Polri;
d. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menggunakan SIstem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Penatabukuan Manual dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
C.   
Latihan/Pembulatan

1. Latihan teknis;

2. Ceramah pembekalan akhir.

D.   
Lain-Lain

1. Upacara pembukaan pendidikan;

2. Tes kemampuan akhir (pos test);
3. Upacara penutupan pendidikan.

V.    
METODE PEMBELAJARAN

Dalam proses  pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang meliputi : 

A.    
Metode ceramah

adalah cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan tenaga pendidik dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik;
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B. 
Metode tanya jawab

adalah cara penyajian materi pelajaran dalam pertanyaan yang dijawab, terutama dari tenaga pendidik kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik;

C.    
Metode diskusi.

adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik diharapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas, dipecahkan bersama;
         
D.    
Metode penugasan.

adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana tenaga pendidik memberikan tugas  tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar serta mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dihasilkan berupa tugas mengerjakan soal dan memverifikasi

E.  
Metode latihan atau driil

adalah cara penyajian materi pelajaran atau memelihara, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan; 
F.
Metode simulasi

Adalah cara penyajian materi pelajaran dengan memberikan pengalaman yang menyerupai kondisi sebenarnya.

VI.    
PENILAIAN
A.   
Penilaian mental kepribadian

adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu terhadap tugas-tugas peserta didik, pengamatan terhadap kinerja dan test tertulis serta Latihan Teknis;

B.    
Penilaian hasil belajar

adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu terhadap tugas-tugas peserta didik, pengamatan terhadap kinerja dan tes tertulis dan latihan teknis/ latihan kerja;

C.    
Pelaksanaan penilaian diatur dalam pedoman penilaian.

VII.    
PERSYARATAN 

A. Anggota Polri golongan pangkat Pama/PNS Golongan III  yang bertugas dibidang keuangan/bendahara pengeluaran;

B. Umur maksimal 50 tahun;

C. Sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dengan surat keterangan dari Dokter Polri;
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D. Konduite baik diketahui oleh pimpinan disertai SMK;

E. Memiliki kemampuan operator komputer;

F. Khusus Polwan/PNS wanita tidak dalam keadaan hamil;

G. Belum memiliki Dikbangspes yang sama.
              

 

`
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DAFTAR MATERI PELAJARAN 

	NO
	MATERI  PELAJARAN
	JML JP
	TAHAP
	KET

	
	
	
	I
	II
	III
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I

II


	PENGANTAR

A. Jam/waktu pimpinan;

B. Orientasi  pendidikan (pola kurikulum, sistem evaluasi, Perdupsis dan tenaga pendidik);

C. Pemeriksaan kesehatan;

D. tes pengetahuan awal (pre test). 

KELOMPOK MATERI PELAJARAN

A. KEPRIBADIAN
1. 
implementasi nilai-nilai Revolusi Mental
2. 
Pemuliaan Etika profesi dan Gakplin.

B. KOMPETENSI UTAMA

1. Tupoksi Keuangan;

2. Mekanisme Pencairan Dana;
3. Mekanisme Pengelolaan Hibah di lingkungan Polri;
4. Peraturan perundang-undangan  Bidang Pengelolaan Keuangan Negara:
a. 
Undang-undang  nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. 
Undang-undang nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
c.
Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah nomor 45  Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
C. Keterampilan Kerja Umum


	4

2
0
0
2
0
0
0
 36

 8

14

14

24

6

6

6

6

-
	8
6
2 


	8
10

8
4

4

4
4
-


	
	


2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	D. Kompetensi Pendukung

1. Perjalanan Dinas Jabatan

2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Polri

4. Penyusunan Laporan Keuangan (Penatabukuan Manual dan Laporan Pertanggungjawaban) 
5. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

	116
14 
16

28
34

24
	
	
	
	

	III

IV


	PEMBULATAN

A.  
Latnis; 

B.  
Ceramah pembekalan akhir.

LAIN-LAIN

A.  
Upacara pembukaan;

B.  
tes pengetahuan akhir (pos test);
C.  
Upacara penutupan.
	20

20

0
0
0
0
0

	
	
	
	

	
	JUMLAH
	200
	16
	160
	24
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SILABUS

MATA PELAJARAN: REVOLUSI MENTAL 

KODE                     : 0

JAM PELAJARAN  : -  JP 

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI DASAR
	INDIKATOR HASIL BELAJAR
	MATERI PELAJARAN
	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	Memahami dan menunjukkan perilaku pola hidup sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik
	1. memahami tentang latar belakang revolusi mental;

	1.1 menjelaskan pengertian revolusi mental

1.2 menjelaskan latar belakang revolusi mental
1.3 menjelaskan program tri sakti;
1.4 menjelaskan program nawacita;
1.5 menjelaskan revolusi mental dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJPM);
1.6 menjelaskan quick wins Polri tentang pembangunan karakter bangsa.

	pokok bahasan:

latar belakang revolusi mental
sub pokok bahasan:
· pengertian revolusi mental

· latar belakang revolusi mental
· program Tri Sakti;
· program Nawacita;
· revolusi mental dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJPM);
· program Quick Wins Polri tentang pembangunan karakter bangsa.


	· pendidik melaksanakan apersepsi;

· pendidik menggali pemahaman peserta tentang materi;

· pendidik menjelaskan materi;

· peserta didik melaksanakan role play sesuai skenario;

· pendidik memfasilitasi jalannya role play;

· pendidik  menugaskan peserta untuk menyimak visualisasi tayangan video;

	alat/media:

-  laptop;

· LCD;

· flip chart;

· power point; 

· laser pointer;

· sound system;
· perlengkapan games;
· skenario;
· film/video;

· Naskah cerita
bahan:

· kertas flip chart;

· alat tulis.  
	akademik:
-

mental kepribadian:

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




2. Memahami….

2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	2. memahami dan dapat menerapkan serta menunjukkan sikap perilaku nilai kewargaan dalam pelaksanaan tugas Polri;
	2.1 menjelaskan tentang berdaulat dalam politik;

2.2 menjelaskan tentang nilai kewarganegaraan;

2.3 menjelaskan  manfaat kewargaan;
2.4 menjelaskan potensi Indonesia;

2.5 menjelaskan kondisi Indonesia saat ini;

2.6 menjelaskan prinsip-prinsipdasar kehidupan;

2.7 menjelaskan hak dan kewajiban warga negara;
2.8 menjelaskan potensi Polri dan kondisi Polri saat ini
2.9 menjelaskan 12 karakter kebhayangkaraan;

2.10 menjelaskan Tri brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan kerja Polri;

2.11 menjelaskan tentang Kode Etik Profesi Polri;

2.12menjelaskan tentang hak dan kewajiban Anggota Polri

2.13
memberikan contoh penerapan nilai-nilai kewargaan.

	pokok bahasan:

nilai kewargaan.

sub pokok bahasan:
· pengertian berdaulat dalam politik;

· pengertian nilai kewargaan;

· manfaat kewargaan;
· potensi Indonesia;

· kondisi Indonesia saat ini;

· prinsip-prinsip dasar kehidupan;

· hak dan kewajiban warga negara;

· potensi Polri dan kondisi Polri saat ini;
· 12 karakter kebhayangkaraan;
· Tri brata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan kerja Polri;

· Kode Etik Profesi Polri;

· hak dan kewajiban Anggota Polri;
· implementasi/penerapan nilai-nilai kewargaan.


	· pendidik menggali nilai-nilai yang terkandung dalam media film/video;

· peserta didik memberikan contoh implementasi nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas;

· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.


	sumber belajar : 

· modul revolusi mental;

· film/video.

	

	
	
	
	
	
	
	


MATA PELAJARAN..... 
3
MATA PELAJARAN  
: TUPOKSI ORGANISASI KEUANGAN
KODE

          : 
JAM PELAJARAN     
: 8 JP
	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN BELAJAR
	SARANA/ SUMBER BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi keuangan dilingkungan Polri.
	1. Memahami pengertian-pengertian, organisasi keuangan dan HTCK organisasi keuangan;

	1.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan organisasi keuangan di lingkungan Polri;
1.2 menjelaskan organisasi keuangan di lingkungan Polri;
1.3 menjelaskan HTCK organisasi keuangan tingkat Puskeu Polri  dan satuan wilayah. 

	pengertian-pengertian, organisasi keuangan dan HTCK organisasi keuangan.

	· pendidik melakukan apersepsi;
· pendidik mengeksplore peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menyimpulkan materi dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

- 
laptop;

-  infocus;

- 
slide;

- 
white board;

- 
alat tulis.

sumber belajar:

-  Hanjar;

· Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang OTK Mabes Polri;
· Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang OTK Polda;
· Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang OTK Polres;
· Perkap Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang OTK Bensatker di Lingkungan Polri.

	akademik:

- tes lisan;

- penugasan.

mental kepribadian:

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.



	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Memahami kedudukan, tugas pokok dan fungsi keuangan dilingkungan Polri.

	2.1 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi keuangan pada tingkat Mabes (Puskeu). 

2.2 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi keuangan pada tingkat Polda (Bidkeu);

2.3 menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi keuangan pada tingkat Satker.
	kedudukan, tugas pokok dan fungsi keuangan dilingkungan Polri.

	
	
	


MATA PELAJARAN…..
4
MATA PELAJARAN  
: MEKANISME  PENCAIRAN DANA
KODE

          : 
JAM PELAJARAN     
: 14 JP
	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN BELAJAR
	SARANA/ SUMBER BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu mengelola pencairan dana sesuai prosedur.
	1. Memahami dan terampil melaksanakan pencairan dana melalui KPPN sesuai prosedur;

	1.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana melalui KPPN;
1.2 menjelaskan mekanisme pembayaran dengan LS;
1.3 menjelaskan mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
1.4 menjelaskan pengujian SPP dan penerbitan SPM;
1.5 menjelaskan tahapan input data ke dalam aplikasi SPM;
1.6 mempraktekkan aplikasi SPM;
1.7 menjelaskan penyampaian SPM ke KPPN dan penerbitan SP2D oleh KPPN;
1.8 menjelaskan pembayaran pengembalian penerimaan;
1.9 menjelaskan pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP;
1.10 menjelaskan koreksi/ralat, pembatalan SPP, SPM dan SP2D;

	pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur

	· pendidik melakukan apersepsi;
· pendidik mengeksplore peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk mempraktekkan pencairan dana;
· pendidik memfasilitasi pelaksanaan praktek;
· pendidik menyimpulkan materi dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

- 
laptop;

-  infocus;

- 
slide;

- 
white board;

- 
alat tulis.

sumber belajar:

-  Hanjar;

· PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
· Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI nomor 7/PB/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pada Polri.
	akademik:

- tes lisan;

- penugasan.

mental kepribadian:

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.



	
	
	
	
	
	
	

	
	.
	
	
	
	
	


1.1. menjelaskan…..

5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	2. Memahami dan terampil melaksanakan pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur

	1.1 menjelaskan pelaksanaan pembayaran pada Akhir Tahun Anggaran
1.2 menjelaskan permasalahan dalam proses pengajuan SPM di KPPN.
2.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana ke Bidkeu/Puskeu;

2.2 menjelaskan  ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu;

2.3 menjelaskan mekanisme pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu;
2.4 menjelaskan dana-dana yang dibayarkan melalui Bidkeu/Puskeu.
2.5 mempraktekkan tata cara pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
	
	
	
	


MATA PELAJARAN…..
6
MATA PELAJARAN  
: MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN POLRI
KODE

          : 
JAM PELAJARAN     
: 14 JP
	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN BELAJAR
	SARANA/ SUMBER BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Memahami pengelolaan Hibah di lingkungan Polri.
	1. Memahami pengertian-pengertian, bentuk, jenis dan sumber Hibah.

	1.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pengelolaan Hibah;

1.2 menjelaskan bentuk, jenis dan sumber Hibah.


	pengertian-pengertian, bentuk, jenis dan sumber Hibah.

	· pendidik melakukan apersepsi;
· pendidik mengeksplore peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menyimpulkan materi dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

- 
laptop;

-  infocus;

- 
slide;

- 
white board;

- 
alat tulis.

sumber belajar:

-  Hanjar;

· PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

· PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

· Perkap Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme pengelolaan Hibah di Lingkungan Polri.  


	akademik:

- tes lisan;

- penugasan.

mental kepribadian:

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.



	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Memahami pengelolaan Hibah.


	2.1 menjelaskan mekanisme  pengelolaan Hibah langsung;
2.2 menjelaskan cara permohonan penomoran register Hibah;
2.3 menjelaskan cara pengelolaan rekening Hibah;
2.4 menjelaskan cara melaksanakan revisi DIPA penerimaan Hibah;
2.5 menjelaskan cara mengajukan pengesahan Hibah.

	pengelolaan Hibah.


	
	
	


MATA  PELAJARAN…..
7

MATA PELAJARAN 
: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
MATA PELAJARAN 
: a. KEUANGAN NEGARA (UNDANG-UNDANG  NOMOR 17 TAHUN 2003)

KODE
: 

JAM PELAJARAN   
: 6 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN

 BELAJAR
	SARANA/

SUMBER 

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu menerapkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara.
	1. Memahami pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara;

2. Memahami tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah;

3. Memahami tata cara pelaksanaan dan pertanggunjawab-an dalam pelaksanaan APBN dan APBD;
	1.1 menjelaskan pengertian yang berkaitan keuangan negara;

1.2 menjelaskan tentang  kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.

2.1 menjelaskan tata cara penyusunan dan penetapan APBN;

2.2 menjelaskan tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.1 menjelaskan tentang pelaksanaan APBN dan APBD;

3.2  menjelaskan  pertanggungjawaban APBN dan APBD.
	pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.

tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

tata cara pelaksanaan dan pertanggunjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
	· pendidik melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi; 
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi; 
· pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana:

· laptop;

· infocus;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

Undang-undang nomor 17 Tahun 2003.
	akademis :

· tes lisan;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




4. Memahami......
8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	4. Memahami ketentuan pidana, sangsi administratif dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.


	4.1 menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD;

4.2 menjelaskan tentang sanksi administrasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD;

4.3 menjelaskan tentang ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
	
	
	
	


MATA PELAJARAN :….. 
9

MATA PELAJARAN 
: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
MATA PELAJARAN   : b. PERBENDAHARAAN  NEGARA (UNDANG-UNDANG  NO. 1 TAHUN 2004)

KODE
: 

JAM PELAJARAN  
: 6 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/

SUMBER 

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu menerapkan Undang-undang nomor 1 Tahun   2004 tentang Perbendaharaan Negara.
	1. MMemahami pengertian, ruang lingkup dan asas umum yang berkaitan   dengan perbendaharaan negara;

2. MMemahami tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara;


	1.1 mMenjelaskan pengertian yang berkaitan perbendaharaan negara;

1.2 mMenjelaskan ruang lingkup perbendahara-an negara;

1.3 mMenjelaskan asas umum perbendaharaan negara.

2.1 menjelaskan tugas dan kewenangan menteri/ pimpinan lembaga pengguna anggaran;

2.2 menjelaskan tugas dan wewenang bendahara umum negara;

2.3 menjelaskan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

2.4 menjelaskan pengelolaan uang;

2.5 menjelaskan pengelolaan utang dan piutang.
	pengertian, ruang lingkup dan asas umum yang berkaitan   dengan perbendaharaan negara.

tugas pejabat dan pelaksanaan perbendaharaan negara.
	· pendidik melaksanakan apersepsi;
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi;
· pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana:

· LCD proyektor;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

Undang-undang nomor 1 Tahun 2004.
	akademis :

· tes lisan;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




3. Memahami..... 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	3.
Memahami penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.

	3.1 menjelaskan penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan;
3.2 menjelaskan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah;

3.3 menjelaskan  tugas dan susunan komite standar akutansi pemerintah;

3.4 menjelaskan tata cara penyelesaian kerugian negara.
	penatausahaan dokumen dan pertanggungjawaban keuangan.


	
	 
	


MATA PELAJARAN :.....   

11
MATA PELAJARAN 
: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
MATA PELAJARAN
: c.PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA (UNDANG-UNDANG  NO. 15 TH 2004)

KODE
: 

JAM PELAJARAN
: 6 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/ 

SUMBER 

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu menerapkan prosedur pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku. 


	1. Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2. Memahami pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sesuai ketentuan.
	1.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan;

1.2 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara.

2.1 menjelaskan lingkup pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2.2 menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2.3 menjelaskan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
	pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sesuai ketentuan.
	· pendidik melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi; 
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi; 
· pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana : 

· LCD proyektor;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

Undang-undang nomor 15 Tahun 2004. 
	akademis :

· tes lisan;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




2.4 menjelaskan..... 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	2.4 menjelaskan pengenaan ganti kerugian negara pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2.5 menjelaskan ketentuan pidana pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2.6 menjelaskan ketentuan peralihan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
	
	
	
	


MATA PELAJARAN  :.....
13

MATA PELAJARAN 
: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN
MATA PELAJARAN   
: d. TATA CARA PELAKSANAAN APBN (PP NOMOR 45 TAHUN 2013)

KODE
: 

JAM PELAJARAN   
: 6 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN

 BELAJAR
	SARANA/ 

SUMBER

 BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu menerapkan tatacara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan PP nomor 45 Tahun 2013.


	1. Memahami ketentuan umum yang berkaitan dengan tatacara pelaksanaan APBN dan pejabat pembendaharaan negara;

2. Memahami prosedur penyusunan dan revisi DIPA;

 3.
Memahami pelaksanaan APBN;


	1.1 menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan tatacara pelaksanaan APBN;

1.2 menjelaskan tentang pejabat pengguna anggaran, PPK, PPSPM, BUN dan Bendahara.

2.1 menjelaskan prosedur penyusunan DIPA;

2.2 menjelaskan prosedur revisi DIPA.

3.1 menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan negara;

3.2 menjelaskan pelaksanaan anggaran belanja negara.


	ketentuan umum yang berkaitan dengan tatacara pelaksanaan APBN dan pejabat pembendaharaan negara.

prosedur penyusunan dan revisi DIPA.

pelaksanaan APBN.


	· pendidik melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi; 
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan materi; 
· pendidik memfasilitasi jalannya diskusi;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana:

· LCD proyektor;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.


	akademis :

· tes lisan;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.


4. Memahami .....
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	4.
Memahami penatausahaan pelaksanaan anggaran dan sistem informasi keuangan negara.
	4.1 menjelaskan penatausahaan transaksi keuangan;

4.2 menjelaskan sistem informasi keuangan negara.


	penatausahaan pelaksanaan anggaran dan sistem informasi keuangan negara.
	
	
	


15
MATA PELAJARAN  
: PERJALANAN DINAS

KODE
: 

JAM PELAJARAN    
: 14 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/

SUMBER

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu menyiapkan administrasi keuangan perjalanan dinas.


	1.
Memahami pengertian-pengertian, jenis-jenis, biaya dan penggolongan perjalanan dinas. 
2.
Memahami dan terampil melaksanakan pengurusan perjalanan dinas sesuai   prosedur;


	1.1 menjelaskan pengertian yang berkaitan dalam perjalanan dinas;

1.2 menjelaskan jenis-jenis perjalanan dinas;

1.3 menjelaskan biaya dan penggolongan perjalanan dinas.

2.1 menjelaskan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas;

2.2 melaksanakan adminisrasi perjalanan dinas;

2.3 menjelaskan prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas;

2.4 mempraktekkan cara pembuatan administrasi perjalanan dinas jabatan.
	pengertian-pengertian, jenis-jenis, biaya dan penggolongan perjalanan dinas.

pengurusan perjalanan dinas jabatan sesuai prosedur.

	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  pembuatan dokumen Perwabkeu perjalanan dinas;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek,;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

· LCD proyektor;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

· Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor               Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
	akademis :

· tes lisan;

· praktek;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




MATA PELAJARAN :.....
16
MATA PELAJARAN 
: KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

KODE
: 

JAM PELAJARAN   
: 16 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 
BELAJAR
	SARANA/ 

SUMBER 

BELAJAR
	EVALUASI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu melaksanakan penghitungan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) serta pengenaan bea materai.
	1. Memahami dasar hukum, pengertian dan unsur, fungsi , pengelompokan dan tata cara pemungutan pajak;

2. Memahami dan terampil melaksanakan penghitungan pajak penghasilan;


	1.1 menjelaskan dasar hukum pajak.    

1.2 menjelaskan pengertian dan unsur pajak. 

1.3 menjelaskan fungsi pajak.

1.4 menjelaskan pengelompokan pajak.

1.5 menjelaskan tata cara pemungutan pajak.
2.1 menjelaskan cara menghitung pajak penghasilan (PPh pasal 21/26, pasal 22 dan pasal 23);

2.2 mempraktekkan cara penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21/26, pasal 22 dan pasal 23.


	konsepsi pajak penghasilan.

penghitungan pajak penghasilan.


	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPn) dan pengenaan bea materai;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek, 
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana:

· OHP;

· slide;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko dan kertas buram;

· kalkulator.

sumber :

· UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 9 tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2007.
· UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPn).

	akademis :

· tes tertulis;

· praktek;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




3. Memahami…..
17
.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	3. Memahami dan terampil cara penghitungan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pengenaan bea materai;


	3.1
menjelaskan  cara menghitung pajak penambahan nilai (PPn);

3.2
menjelaskan  cara menghitung pengenaan bea materai;
3.3
mempraktekkan cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPn) dan pengenaan bea materai.
	penghitungan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pengenaan bea materai.
	
	· UU  Nomor Tahun 1983  tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM).
· Referensi lainnya (Perpajakan Teori  dan Teknis Perhitungan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Bendahara Mahir Pajak Direktorat Jenderal Pajak ).

	


MATA PELAJARAN…..
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MATA PELAJARAN   
: ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN  KEUANGAN 

KODE
: 

JAM PELAJARAN      
: 28 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/

SUMBER

 BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Memahami dan mampu mengelolaan  administrasi pertanggungjawab-an keuangan (Perwabkeu).
	1.
Memahami   dan mengelola  administrasi pertanggungjawabkeuangan belanja pegawai;

2. Memahami dan Menerapkan Mekanisme dalam pengurusan administrasi perwabkeu  melalui pembayaran Uang persediaan ( UP );


	1.1.Menjelaskan  pengelolaan administrasi pertanggungjawaban Belanja Pegawai  Polri ( BPP ) dan  Gaji PNS Pusat ( (GPP)

1.2.Mengelola penyelesaian  tagihan belanja pegawai Anggota Polri (BPP); dan Belanja PNS Pusat (GPP)

2.1.Menjelaskan mekanisme administrasi pertanggunjawaban keuangan melalui uang persediaan (UP) 

	Pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Penyelesaian Tagihan Belanja Pegawai

Mekanisme  Pembayaran dengan Uang persediaan ( UP )


	· pendidik      melaksanakan apersepsi;
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  mekanisme dan perwabku belanja pegawai, belanja barang, 


	sarana :

· LCD;

· laptop;

· silde;

· papan tulis;

· spidol;

· kertas.

sumber :

· Perdirjen Perbendaharaan no. PER-43/PB/2013

· Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dilingkungan Polri beserta perubahannya Perkap nomor 4 Tahun 2014.

	akademis :

· tes tertulis;

· praktek;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.





-Melengkapi…..
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	2. Memahami dan Menerapkan mekanisme administrasi perwabkeu  melalui pembayaran Langsung ( LS )

	· Melengkapi  administrasi  pertanggungjawaban keuangan dengan pembayaran uang persediaan (UP);

2.3.Melengkapi  pertanggungjawaban keuangan dengan  Penggantian uang persediaan (GUP)

3.1. Menjelaskan  mekanisme administrasi perwabkeu untuk pembayaran langsung (LS);
3.2. Melengkapi dokumen  perwabkeu untuk belanja barang diatas Rp. 50 juta s.d. 200 juta;

3.3. Melengkapi dokumen  pertanggungjawaban keuangan untuk belanja barang diatas. Rp. 200 juta.

	· Mekanisme Penyelesaian tagihan dengan Pembayaran Langsung (LS)

· Perwabkeu dengan Pembayaran Langsung ( LS )


	· pendidik memfasilitasi jalannya praktek, memberikan feed back dan menyempurnakan praktek peserta didik;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	-  PMK nomor 190 /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
	


MATA PELAJARAN :...... 
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MATA PELAJARAN  
: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

KODE
: 

JAM PELAJARAN    
: 34 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/

SUMBER

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan penatabukuan.


	1.
Memahami penatabukuan manual pada satuan kerja di lingkungan Polri.

2. Memahami dan terampil melakukan pencatatan penatabukuan manual tingkat Satker
.

	1.1 Menjelaskan pengertian- pengertian yang berkaitan dengan penatabukuan manual.
1.2 Menjelaskan tugas dan wewenang pejabat Keuangan Satker.
1.3 Menjelaskan jenis-jenis penatabukuan manual.

1.4 Menjelaskan fungsi dari penatabukuan manual.

1.5 Menjelaskan dokumen sumber.

1.6 Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja
2.1 Menjelaskan tata cara pencatatan buku kas bank.

2.2 Menjelaskan bentuk-bentuk penatabukuan manual.

2.3 Menjelaskan langkah-langkah dalam pencatatan 
	Penatabukuan manual pada satuan kerja di lingkungan Polri.


	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  cara mencatat penatabukuan manual tingkat Satker;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek,;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

· laptop.

· Infocus.

· white board.

· spidol WB.

· penghapus.

· flipchart.

· kertas flip chart.

sumber :

· Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 4286).


	akademis :

· tes tertulis;

· praktek;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.




3. Memahami :.....
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	3. Memahami Pengertian, Ruang Lingkup,Manfaat dan Tujuan serta Asas Umum Penatausahaan Kas. 
4. Memahami dan terampil melaksanakan Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan;


	3.1 Menjelaskan pengertian- pengertian;
3.2 Menjelaskan ruang lingkup;
3.3 Menjelaskan manfaat dan tujuan;
3.4 Menjelaskan asas umum penata usahaan kas 

4.1 Menjelaskan pengelolaan kas bendahara penerimaan;

4.2 Menjelaskan kewajiban Bendahara Penerimaan setelah         menerima secara langsung penerimaan tertentu dari wajib setor; 

4.3 Menjelaskan pembukuan bendahara penerimaan;

4.4 Menjelaskan tata cara pembukuan bendahara penerimaan; 


	Pengertian, Ruang Lingkup,Manfaat dan Tujuan serta Asas Umum Penatausahaan Kas..

Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan.

	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  pembuatan dokumen Perwabkeu perjalanan dinas;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek,;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	· Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
	


4.5 menjelaskan.....
22
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	5.
Memahami dan terampil melaksanakan Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran. 

	4.5 Menjelaskan Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum;

4.6 Menjelaskan bentuk-bentuk pembukuan bendahara   penerimaan;

4.7 Menjelaskan langkah-langkah pencatatannya.;

5.1 Menjelaskan pengelolaan kas uang persediaan/tambahan uang persediaan;

5.2 Pengelolaan kas bukan uang persediaan/tambahan uang persediaan;

5.3 Menjelaskan pembukuan bendahara pengeluaran;

5.4 Menjelaskan tata cara pembukuan bendahara pengeluaran;

5.5 Menjelaskan bentuk-bentuk pembukuan bendahara pengeluaran;


	Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran

	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  pembuatan dokumen Perwabkeu perjalanan dinas;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek,;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

· LCD proyektor;

· papan tulis;

· spidol;

· penghapus;

· blangko-blangko.

sumber :

· Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor               Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
	


5.6 Menjelaskan.....
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	6. Memahami dan terampil menyusun Laporan Pertanggung jawaban Bendahara
	5.6 Menjelaskan langkah-langkah pencatatannya;

5.7 Menjelaskan penatausahaan kas pada bendahara pengeluaran pembantu;

5.8 Mengisi blangko kas bendahara pengeluaran.

6.1 Menjelaskan perbedaan LPJ dengan Laporan Keuangan;

6.2 Menjelaskan bentuk laporan pertanggungjawaban;

6.3 Menjelaskan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban;

6.4 Menjelaskan penyampaian laporan pertanggungjawaban;

6.5 Menjelaskan verifikasi laporan pertanggungjawaban;

6.6 Menjelaskan sanksi;

6.7 Membuat laporan pertanggungjawabannya.


	Laporan Pertanggung jawaban Bendahara

	· 
	· 
	


MATA PELAJARAN :.....
24
MATA PELAJARAN  
: SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL
KODE
: 

JAM PELAJARAN    
: 24 JP

	STANDAR KOMPETENSI
	KOMPETENSI

DASAR
	INDIKATOR
	MATERI POKOK
	KEGIATAN 

BELAJAR
	SARANA/

SUMBER

BELAJAR
	PENILAIAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual.


	1.
Memahami gambaran umum akuntansi dan pelaporan keuangan  negara berbasis akrual. 
2. Memahami sistem akuntansi instansi berbasis akrual pada satuan kerja di lingkungan Polri;
3. Memahami dan terampil mengoperasikan aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual tingkat Satker

	1.1 Menjelaskan  konsep dasar akuntansi  dan  akuntansi  berbasis akrual.

1.2 Menjelaskan perbedaan akuntansi  berbasis akrual  dengan berbasis kas menuju akrual (Cash Toward  Accrual) 

1.3 Menjelaskan langkah-langkah dan persiapan-persiapan   yang   dilakukan   dalam   rangka penerapan basis akrual oleh Pemerintah Pusat.

1.4 Menjelaskan laporan  keuangan  berbasis akrual.

2.1 Menjelaskan unit akuntansi instansi.

2.2 Menjelaskan dokumen sumber.

2.3 Menjelaskan tujuan sistem akuntansi keuangan.

2.4 Menjelaskan proses SAK.

2.5 Menjelaskan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

2.6 Menjelaskan periode pelaporan keuangan.
3.1 Menjelaskan Install aplikasi SAIBA.

3.2 Menjelaskan langkah awal memulai aplikasi.

3.3 Menjelaskan pengambilan saldo awal.

3.4 Menjelaskan perekaman pagu. 

3.5 Menjelaskan perekaman SPM. 

3.6 Menjelaskan perekaman SSBP.

3.7 Menjelaskan perekaman pengembalian belanja.

3.8 Menjelaskan Perekaman jurnal neraca. 

3.9 Menjelaskan perekaman jurnal penyesuaian.

3.10 Menjelaskan proses penerimaan ADK dari UAKPB.

3.11 Menjelaskan proses posting. 

3.12 Menjelaskan pencetakan laporan. 

3.13 Menjelaskan rekonsiliasi BMN. 

3.14 Menjelaskan backup dan restore. 

3.15 Menjelaskan pengiriman ADK.

3.16 Mempraktekkan aplikasi SAIBA
	Akuntansi dan pelaporan keuangan  negara berbasis akrual.

sistem akuntansi instansi berbasis akrual pada satuan kerja di lingkungan Polri.
aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual tingkat Satker

	· pendidik      melaksanakan apersepsi; 
· pendidik mengeksplor pemahaman peserta didik tentang materi;
· pendidik menjelaskan materi;
· pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya;
· pendidik menugaskan peserta didik untuk  mempraktekkan  aplikasi SAIBA;
· pendidik memfasilitasi jalannya praktek,;
· pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
	sarana :

· Laptop.
· Infocus.
· White board.

· Spidol WB.

· Penghapus.

· Flip chart

· Kertas flip chart 

sumber :

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
	akademis :

· tes tertulis;

· praktek;

· penugasan.

mental kepribadian :

· disiplin;

· keaktifan;

· responsif.









Paraf :





Konseptor/Kbg Kurhanjar Dikbangspes	: ……


Kaurtu	                                                	: .......


Karo Kurikulum                                        	: .......


Kataud Lemdikpol			      	: .......





Ditetapkan  di :    Jakarta


pada tanggal	:                                   Januari                   2019





KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI














Drs. UNGGUNG CAHYONO


KOMISARIS JENDERAL POLISI








LAMPIRAN A


KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI


NOMOR     :  KEP /                  /I/2019


TANGGAL  :            JANUARI    2019 











Paraf :





Konseptor/Kbg Kurhanjar Dikbangspes	: ……


Kaurtu	                                                	: .......


Karo Kurikulum                                        	: .......


Kataud Lemdikpol			      	: .......





Ditetapkan  di :    Jakarta


pada tanggal	:                                   Januari                   2019





KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI














Drs. UNGGUNG CAHYONO


KOMISARIS JENDERAL POLISI








LAMPIRAN A


KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI


NOMOR     :  KEP /                /I/2019


TANGGAL  :             JANUARI  2019











Paraf :





Konseptor/Kbg Kurhanjar Dikbangspes	: ……


Kaurtu	                                                	: .......


Karo Kurikulum                                        	: .......


Kataud Lemdikpol			      	: .......





Kepada Yth :


Kapusdikmin Lemdikpol.


Tembusan :


Kapolri.


Wakapolri


Irwasum Polri.


Asrena Kapolri.


As SDM Kapolri.


Kapusku Polri








Ditetapkan  di :    Jakarta


pada tanggal	:                                   Januari                   2019





KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI














Drs. UNGGUNG CAHYONO


KOMISARIS JENDERAL POLISI








KEPUTUSAN  KALEMDIKLAT POLRI


NOMOR      : KEP /                   /I/2019


TANGGAL  :               JANUARI  2019	      





LAMPIRAN  C


KEPUTUSAN   KALEMDIKLAT POLRI 


NOMOR	: KEP/                    /I/2019


TANGGAL	:	        JANUARI   2019








Ditetapkan di :  Jakarta


pada tanggal :                     Januari          2016








KEPALA LEMBAGA PEDIDIKAN POLRI














Drs. SYAFRUDIN, S.H.,M.M


KOMISARIS JENDERAL POLISI











Ditetapkan di :  Jakarta


pada tanggal :                     Januari          2016








KEPALA LEMBAGA PEDIDIKAN POLRI














Drs. SYAFRUDIN, S.H.,M.M


KOMISARIS JENDERAL POLISI











    Ditetapkan di : Jakarta


    pada tanggal :                                Januari                       2019





     KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI














Drs. UNGGUNG CAHYONO


KOMISARIS JENDERAL POLISI


IN, M.Si  


KOMISARIS JENDERAL POLISI




















